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PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34 TAHUN 2016
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk meningkatkan kinerja, pelayanan dan
bimbingan masyarakat Islam, perlu dilakukan penataan
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama
Kecamatan;

bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kantor Urusan
Agama Kecamatan telah mendapat persetujuan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor: B/1304/M/PAN-RB/03/2016 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang
Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 98, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 694);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang
Penetapan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di

Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura (Lembaran
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10.

Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 98);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3019);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
159 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 129);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3050);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4667);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 348);

Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pembentukan dan Penyempurnaan Organisasi

Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian
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Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 325);

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian
Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 851);

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Bimbingan Manasik Bagi Jemaah Haji Reguler Oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 625);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN

TATA KERJA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya
disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis
pada Kementerian Agama, berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

(2) KUA Kecamatan berkedudukan di kecamatan.

(3) KUA Kecamatan dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2
KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan

dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

Pasal 3
(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan,

dan pelaporan nikah dan rujuk;
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(2)

penyusunan = statistik layanan dan bimbingan
masyarakat Islam;

pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi
manajemen KUA Kecamatan;

pelayanan bimbingan keluarga sakinah;

pelayanan bimbingan kemasjidan;

pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan
syariah;

pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan

KUA Kecamatan.

Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi
layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji

Reguler.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, KUA Kecamatan

dikoordinasikan oleh Kepala Seksi atau Penyelenggara yang

membidangi urusan agama Islam di Kantor Kementerian

Agama kabupaten/kota.

BAB II
ORGANISASI
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Susunan organisasi KUA Kecamatan terdiri atas:

a.
b.

C.

Kepala KUA Kecamatan;
Petugas Tata Usaha; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.
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Bagian Kedua
Kepala KUA Kecamatan
Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk
memimpin KUA Kecamatan, Kepala KUA Kecamatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dijabat
oleh penghulu dengan tugas tambahan.
Tugas tambahan memimpin KUA Kecamatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan

jabatan struktural.

Pasal 7
Sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsinya, jabatan
Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) dibatasi paling lama 4 (empat) tahun.
Ketentuan lebih lanjut mengenai masa bakti jabatan
Kepala KUA kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal

Bimbingan Masyarakat Islam.

Bagian Ketiga
Petugas Tata Usaha

Pasal 8

Petugas Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

huruf b, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala KUA Kecamatan.

Pasal 9

Petugas Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah

tangga, dan pelaporan.



